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Limbhinic DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I FU'LL SUKG/T SkLhw s
NOMOR 2 TAHUN_ _ 1991 __. - SERI__ D___NOMOR_SERI )
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

w NOWOR : 10 TAKUN 1990

TENTANG

. PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AR MINU# KABUPATEN
‘ DAERAE TINGKAT II HULU SUNLGAI SELATAN, |

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA
{ BUPATI KzPALA DAERAH TIKGKAT II HULU SUIGAI SZLATAN,

\ l-enimbzng : a. bahwe dalam rangra usaha mem2nuhi kebutuhzn mazsyara
kat akan tersedianya air minum, maka perlu meningkat
kan sarana-sarane produksinya dan distribusi dari -
proyek air bersih yang telah eda _

b. bzhwa prasarana dan saranz penyediasan air bersih -
yang telah dibangun melelui proyek air bersih terss
but sejak berfungsinyz hingga sekzrang, penzelolanys
dileksanakan oleh Badan Pengelola fir Minum (32:4);

. ¢. bahwa dalam rangka pelaksanzar Otonomi Dzerzh yang
nyata dan bertanggung jawab perlu mereallsasiknn -
Surat Sderan w:znteri Dzlam Negeri Nomor ZKBiNG:8/3/
11 tangzzl 31 Juli 1573 dan Nomer ZKBANG : &/2/a3 -
tanggel 11 Juli 1974 perihel Perusahaan £ir Minum Dae
rah, serte Surat Menteri Dalam Negeri Nomor £50/1703/
PUO0D.tanggal 12 hkiei 1987, perlu mengalihkan stzius -

+ Bedan Pengelola Air Miunum (BE:M) menjrdi Peruszhaan
Uzeran Air Minum ( PDAN);

d. bahwz berhubung dengan hal-hal tersebut, y.dipan
1 dang perlu menetapkan Peratusz=n Uasrah Rz uoaten Dae

i rah Tingkat II Hulu Sungai Selatan teniang Ferndirian
Parusahaan Daerah Air ¥inum (PDaM) Kabupater Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

‘Lénginsat:: 1. Undeng-Urdang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Pemerintahan di Daerah ;
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2. Undang -Undarg Nqucr 27 '_I‘Dhun'l959 tentan
\
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Uodar ==Ung & 0oovate®id B e b L8 Pofwgn .
- e Y . d "c‘;\.‘" .
Kesehatan ; i
- g A~ - . T'_.L' . -~
4. Undanz-Undang If\omol 5 =azhyn 1962 jo Yndang-y e
mor 6 Tahun 1999 te.izng Jerdirizn “erusipa - % 1
554
atr

Tar

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten‘ang Pokok-: "
Repegawaian ; *kol
Urdans-Undang lomor 11 Tahun 1974 tensang P€n7a1~~-

7, feraturan femerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentap, 3,
nyerahan sebzgian urusan Pemerintahan di bldachP;;.
jaan Umum kepadz Jacrah ; 2

r

8. Peraturan Menteri vJalam legeri Fomor 14 Tahun 1974 .
tang Bentuk leraturan Daerah ;

9. Peraturan Menteri walam Negeri lomor 1 Tahun 1984 t.,
tang Tata Cara Pemberian den Pengawasan Perusahzzr -
Daerah 'di Lingkungan Pemerintah naerah -

m

10. Peraturan Mentsri Dalam Hegeri Nomor 690-1572 Tzh
1975 tentang Kcteniuan -ketentuan Pokok Badan Pen
vireksi dan Kepegawaian Perusahaan Djersh Air ii

1

l" ([)
}u
n

ll m

[

11. Peraturan Menetri Dzlam Negeri Nomor 89(-536 Tahur
1988 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Padz 2
rusahean D gerah Air Minum :

125- Keputusan Bersama- Mnnf.e {-Dalam Negeri dan Menteri Ze
““kerjeaan Umum Nomor Zﬁ%& tentang Pembinaan Ps -

rusahaansPgrusahaan sir Minum ;

'\) ]

13. i‘-épu"cusan bersama:husnf i Df‘%ﬁﬁ’ Negeri dan Hentena-é‘
ksrj U un Struktur AR
o l.?lc-.an mum Nemor AI%PES 1934 tentang Bagi EOAK

+Yerhitungan Untuk Mene QLPERif Adr Minum D28

dan BPAM,

Dae
dengan persetujuan Dewan Psrwakllan Rakyat Daerah Kabupaten
Tingkat II Kulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN
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: YERATURAN DAEKAH KABUPATEN DAZRAH TINGKAT
SU-GAI SELATAN TENTANG PENDIRIAN PERUSAHA
“RAIl TINGKAT ITI HULU SUNGAI' SLLATAN.

11 HULY
AN DAE -

BAB I
KETLNTUAN UMUM
Paﬁﬂl 1

1. D lem Peraturan.Daerah ini'yang‘di maksud dengan:

a. D_ereh .z adalah Kpbupaten Userah -Ting
ket II Hulu Sungai Selatan;
b.  Pemerint: h Daerah
zdalah Pemerintah Kztupaten -
bqerah Llngkﬂt IT hulu Sungai

Selatan ;
c. .Kepala Dperah  : adalah Bypati Kepala Datrah
o Tingkat II Hulu Sungai ."Se
latah};

d.-Dewan Perwakilan
Rakyat : adalah Uewan Perwakilan Rpk
yat Dierah Kzbupaten Dierah
-”1ngknt IT Hulu Sungai Sela
tan ;

e. Perusahzan Daerah _

' adalah Perusahaan Dgerah”air
fiinum sertr'ugbang dan . Unltnyh
dalam Djerzh K_ bupzten Daerah
Tingkat 11 “Hulu Sungzi Selatan:

f. Direksi : edalah Yjreksi Perusahaan -

Daerah Air Hinum Kabupaten
D crah Tingkat II lLiulu“Sung
‘ ?:Li -Seldtan’ ; i
g. Badzn Yengawas : adalah Pengdllas dari lerusa
- haan Daerah Air tinum Kadbu-
paten Daerah Tinskat II Hulu
Sungai Selatan ;
h. Pegawai -+ adalah Pegawai Perusahaan -
‘D erah Air sinum Kzbupaten -
J erah Tingkat II dan atau-
Begawﬂl Negeri yang ditempat

. kan pada Perusahaan Daerah_ -
abuoaten ~aerah Tingkat II

Hulu Sungai Selatan;
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i. Badad Pengelola

Air Einum : mdalah Badan Pengelola Ajp T
paten Dgerah Tingkat IT hyj,ig " Kabu
Selatan ; Ungayg
j+ Perusihaan Daerah .
Air MSnum :adalah Perusahaan Daerzh Ajp Minum g
paten Djerah Tingkat II Hyjy, Sungaiﬁﬁ
Selatan. -

(Z)Perusahaan adalah Badarn Usaha yang kedudukannya Sebagéi Ba
dan Hukgy diperoleh dengan Jalan-oerlakunya Peraturan Daera;

ini.

B A B ITI
PENDIRTIUAN
Pasal 2

(2) Dengan Perhthran Daerzh ini didirikan suatu Perusahaan D_e
reh Air Mibya. - :

(2) Badan Pengbf la Air Minum dengan Peraturan Doerah ini di
lebur menjadi suatu Perusahazn Dacrah sebagai di maksud -
ayat (1) pakal ini.

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan, kekayaan serta u-
- saha dari BFdan_Pengolola Air Minum beralih kepada Perusa
haen Dgerah,

(4) Pelaksanaay peleburan Badan Pengelcla Air Minum diatur -
0 eh Kepala D_erah dengan menunjuk sumtu Tim yang di tetap
kén dengamm Surat Keputusan Daerah., ~

Pzsal 3

Denga9 tidak medgurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka
terhaa;? Perusghaan Daerah berlaky segala macam ketentuan hu-
Kum di .Indonesia. .

BAB III
NA¥A DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4.
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(1) Perusahaan Vaerah ini bername Perusahaan Daerah Air

iinum (PDAM ) Kabupateh' Dacrah Tingkat II Hulu
Sungai Seiatan.

(2) Perusahaan Daerah berkedudukan / berkantor Pysat di

dalam K ta Kandangan,'yaitu Ibu Kote Kabupaten Dée--
rah Tingkat IT KHulu Sungai Selatan,

B AB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
Pésal 5

Tujuan didirikannyz Perusahaan Daerah sdalah sebagzi
berikut :

(a2) adaleh satu uszhs untuk meningkatkan sumber Pendapatan
Asli Daerzh ; ‘ :

-(t) sarana pengembangan Perekonomiar dalam rangka pembangu
nzn Uaerah khususnys der Pembangunan Ekonemi Nasicnal
umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan -
memenuhi kebutuhar rakyzt, menuldu masyaraket adil mak
mur berdasarkan Pazncasila.

Pasal 6

Peruszhaan Daerah mengusahzkan penyediaan Air Einum yeng
bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat.

B AB Y

MODAL
Pesal T

(1) Neraca permulzan Perusahzan Yaerah terdiri dari aktive
dan pasivé dari Badar Fengelcla Air Minum pada saat -
berlakunya Peraturan Daerah ini.

(2) Model desar Peruszhaan Dyerah terdirl atas kekayaen -
Dgerah yeng dipisahkean,
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(3) ~engan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerg
dal Perusahaan Yaerah sebagai dimaksud ayat (1) d' mg
Peraturan Daerah 1id cdeidt ditambah dari pO“yisib:n(d)
bagian anggararn heauangan Paerah serta Modal pémeggstae
Pusat dan ¢injaman. ~htah
(4) Semun alat likwidasi disimpan delam Bank Pembarngunay,
Doerah dan Benk Pemerintah lainnya. ~

i -

B AB VI
PENGUASAAN JDAN CARA PENGURUSAN
' Pasal 8

(1) Perusahazan Yzerah dipipin oleh Direksinyang Yerdir;
dari Direktur Utzma yang dibantu sebanyak-banyaknya »
(dua) orang Direktur.

(2) inggota Direksi adalah Yarga Negar: I donesla yang 44
angkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas sarap
dan pertimbangzn Badan Fengawas.

(3) Direksi bertanzcung jawed kepadz Kepala Daerah m2lalw]

- Badan Fengawas. ' _

(4) Anzgota Direksi diangkat ->lam-lzmanya 4(enpat) tahur,
setelah masa javtztan berakhir anggetz yang bersangku -
-tan dapat diangke% kembeli.

Pasel 9

(1) #nggcta Direksi berhenti karena meninggal dunia atzu-
dapat diberhentikan cleh £epalz Da=rah karena
a. atas permintzan sendiri ;

b. Berzkhirnyz masz jabaten scbagai anggctz Direksi -
sebzgaimanz dimzksud pasal 8 ayait(2) Peraturan Dae
rah ini

c. Tindakan yarg merugiken Perusazhzzan ;

d. Tindzkan atzu sikep yang bertentzrngan dengzn kep2n
tingan Uperzh maupun k:zpentingan lizgara.

(2) Pemberhentian kzrerz alaszn tersebut ayat (1) huruf c
dan d jika merupaken ciatu pelangzaran dari Peraturan
hukumPidanz ,xepade anggotz Direksi tersebut dihukum
pemberhentian dsngan tide¥ hormszt.

e e 4
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(3) Jiks pemberhentian karena alasan tersebut ayvat (1) huruf e
dan d dilakasanekan , maka anggceta Diyreksl yang bersangku -
tan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilak
sanakar. dalam waktu satu bulan setelah arggctae Dyreksi ter
sebut diberitahu tentang maksud dan pemberhentian itu -
oleh hepala Daerah.

(4) Badar Pengawas pemeriksa berkas pergajuan pembelaan diri -
| anggota Direksi yang akan diberhentikar dimz%sud ayat (3)
diatas dan se:anjutnya memutuskan apakah pembelzan tersebut
dapat diterima atzu ditolek.

(5) Selamz perscazlan mengernai pemberhentien anggctz Direksi -
tersebut padz ayat (4) belum ada keputusan, mpkzKepala De
rah dapzt membernentikan untuk seme=ntera anggota Direksi -
yang bersangkutan. '

Jikz delam waktu 2 (dua) tulan setelah pemberhentliar semen
tarz dijatuhkan belum adz xeputuszan, maka pemberhentiar -
itu menjgdi batal darn angacgta Dyreksi yang bersangkutan -
dapat menjalankan jabatannya lagi, kecuzli bilamz2na untuk
keputusar tersebut harus diberitslukan pada yzarz bersangku
tan.

)

zsz1 10

(1) £nggote Direksi tidak bolesh ades hubungarn keluarga dengan-
sesame =nzgote Direksi dzn-kepadz yang mengangxatnyz sampai
Yetigz, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk
menzantu dan ipar.

(2) Argsota Dyreksi tidak bolen mempunyal kepentingan pribadi-
langsurng ateu tidak langsung, padza perkumpulan / peruszhz
=zr, é2lan kegiatannyz yang bertujuan msncari Leuntungzar.

V]

(3) Angzota Direks:i tidek bolsh merangkap jzbatzn.
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B AR NII
ASUENANG  HUKUM
Pasal 11

(1) Direksi mew2kili perusahzan diluar dan didalam Benga

dilan

(2) Dijreksi delam mewakili psrusahazn tersebut ayat (1)
pesal ini dapat memberi kuasu /menunjuk kepada sesa
orang /beberaps orans pazawai perusahaan, baik sen-
diri meauoun bersama-samz atzu kerada orang /Badan
lain.

(1) Direksi Pulaksitakiﬂ pengur
menurut kebij g

Zadsn <fenszwas

zn pimpinzn perusahzaar
Jah ditotapkzn -
kebijzksanzen umum Ze-

fo
o
(1]
H
ol

) Tata ter:iib dzn szar sahzan diatwr delam feratu
- ran yang ditet$ackarn oleh Direksi denzan persetujuan
Bzdan ‘engawas.

(

(AD]

Dirsksi mam
seperti ¢

2. Ateas n

b, Mengasingkazn tendz bsrgeraz dzn tidsk bsrgerak.
c., B.1-hzl yzng 3iznsszp perting (panjelasan pesal demd
£ \
pasz2l ).
B £ E [
TAHIF AIR uINUE
faszl 1<
Tapi® Adir Mirum 3i tetzokzrn oleh »_pale ~a22reh -
1 arii RIT M1 f 5 1
jencen keputuszn atzs usul Direksi melalui Zadan
A c - - > — —
Pengawzas.

—
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(2) keputusan Ke:ala Daerah tentang penetaan tarif tersebut -
bq‘u berlaku setelah disahkan oleh pejetat yang berwenang.
BAB IX
BiDAN PENGAWAS
Pasal 15

(1) Sader fengzwas dibentuk dike tahui cleh Kepala Dzerah dan -
angscta-a2ngzotznye terdiri dari uhsur-unsur Pemerintah D,e
rzh yzitu .
repelc 3zgizn Perekonomian sebaznl Sekretris merzngzkap ang-

i gctz Kepala B.gian Pemarintzhan, hepalz D2UD dan Kenzlza -
Dinas Kesshatar mesing pasirg sebegai erggota.

(2) Zaézn Pengawss menztapkan kebijoksanaan peruszhzsn szczra
tereren sesuzi dsngan kebijaksznzan umum Pemerintah Dzarzh,

(3) Badan Penzewzs melaiukan psngzwas terhadzp Dirsksi dan ja-
lzrnya peruszhaan,

(¢) Dirersi wzjit mamberikzrn se¢3zla keteranszn yzng diperlukan
oleh 3zézn Pengawes. _

(57 Xetuvz,Sskxretaris dzn gera anzgcta  Badan Fezng2was diberi
Xer uzng jgasz yang diztur oleh Kepela ~a-rah yang dibeban
kan pa2dz Jnzzzran Psrus=zhzzn Dasrah,

CGaWTLI RUGI PEGAWLI
Pgszl | 16

(1) Semuz fezamdi TFeruszhzzn, tsermapuk anzzots Jyreksi dazlesm -
Yedulukannyz,yzng diberi tugas manyimpan uznz,surzt bterhzr
gz czrn tzrznz persedizan, yang ka2renz itinda¥sn melawsn nhu-
tum ztau xzrenz mslslziban kewzjiban dzn suzzss yans diteban
Len zepai:z merzka dengen lzngsung =tzu tidak langsunz telch
renimtulkzn kerugiarn da2gi psrusshaen ,diwajitkan mengsanti
reruzizn terszbut. '
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Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi
terhedap Ppgawai Dgerah berlaku sepenuhnya. ter
hadap Pegawal Perusahaan Dacrah.

Semua Pegawai Perusahaan yYang dibebani tugas
penyimpdnan pembayaran atau penyerahan uang, su-
rat surat berhargz2 milix peusahaan dan barang-ba:
rang persediaan milik perusahaan yang disimpan
didalam gudang atau tempat penyimpan yang hkusus
dan semata-mata digunakan untuk keperlgan perusa
haan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban -
tentang pekaksanaan tugaBnya kepada badan yang di
tunjuk cleh K _pala Vaerah. -

Pegawai termasuk pzda ayat (3)tidak perlu mengi-
rimken pertanggung jawaban mengenal cara penguru
sannya kepada badan dimexsud ayat(3) ,tantwtan -
terhzadap pegawai tersebut dilakukan menurut keten
tuan yang ditetapkan bagi pegawai Bendaharawan -
Dzerah.

Semus surat bukti dan lainyz bagzimanzapun juga -
sifatnyse yang ¥ermasuk bilangan tats buku adminis
trasi Psruszhzan disimpan ditempat perugdahaan -
stau ditempat lz2in yang cditunjuk oleh nepzla Dae

‘rah kecuali jike untuk semsntara dipindahkan ke

badan dideksud pada ayat (3) yang dianggapkya -
perlu untuk kepentizngan sesuatu pemeriksaan.

Untuk keperluan pemeriksz2z2n yang bertalian dengan
penetapzn pajak dan kontrol akuntan pada umunmny2
surat buxti dan surat lainnya dimaksud pada ayat
(5) untuk sementere dapzt dipindahkan ke Kntor
Lkuntar Negare. ' -

Dengan Peraturan Daerah ini dapat jitetapkan pe
nyimpzngan dari ke*ntuan mengenai tata cara tun
tutan ganti rugi yang barlaku bag: fegawal Dae
rah dan pegamsi tersebut pada ayat (3) yang 8i
sgamaikan dengan struktur Orzanisasi Perusaha
an itu sendiri.
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B AB X1
TAHUN BUKU
Pzsal 17

Tahun buku perusshza2n adalah tahun Tzkwin.

ELB XII
ANGGARAN PEUSAHAA AN
rasal 18

(1) Sslzmbzt-lembatnyz 3(tige) bulan sebelum tzhur buku muls
Derlaku naka Jlrek51 -mengajukan FRencana s~nggzren rfsrusahz
an Vaerah kepadz Zadzn FPengawas.

(2) Kepala ~zerah mengeszhkan nnggaran Perusahzzn Dacrah,

(3) Apzbila dalem wz¥iu 2(dus) bulsn ternitung ssjsk targeszl
generimzan fnggarzn Perusahaan Dgerah terssbut oleh Eepziz
D_erzh adz keputuszk mengenai peng eszhzn atau panolzkan-
s;bagaim na dlma csud ayat 2 (du9) paszl ini,mzkz anzgszrzn
peruszhzzant sbu% dianggap telzh disshkan,

(¢) Kecueli ap D Uz=rah mangsmukskan _keoar?t:" 3 zu
menolzk proyek yzrg dimuzat dzlam : iggaran rerusan2an Las
rzh scbelum menginjek tzhun buku taru, mtkxz ingga2ran P -
rusahzan terssbut bterpedoman padz snggaran tzhun - 1laliu,

(5) Anggaran tambaharn aiau perubazhzrn anggaren y ng te -
dalam tzhun buku yang btersancgkutan diajukan xspzada Z20z2r
Pengawas.

(&) Xepalz J-erah msngus hzken angseran tambzhan ztau parube

a di dalam tahun buku yans terszang

A
I.nPL'Rru PER“ILUI'G!‘“ HA STIL U
=

Ul o

RERKALA DAN KEGILTEL

Paszl 19
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L Jporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan
Porushhwan oleh Direksi dikirimkan kepada Bagan Pang
zwas tiap 3(tiga) bulan sekali dan jika perlu untuk

jangke waktu yang tertentu.

B AB XIV
LAPOREN PERAITUGGAN TAHUNAN
Fesal 20 '

(1) Urtux tiep Ta=hun Buku oleh Jyrexsi dikirim=arn
p:rhltungan tzi.unan leba kepada Kypala Dgyeorah
m21lzlui Badzan Pengawas selambat-lzmbatnya 3 (
[og=)
g2

tie2) tulan sesudahiTahun Buku.

(2) C,rz penileian Pos dalam perhitungan ¥ahunan

arus dissbutkan.

(3) Jikz dzlom wzx¥u sebulan setelah wekiu yzng
terscsbut pada "ayat (1) »leh Kepala iLaerah -
tidek dizjukan kebsratan tertulis mzka per
hiturgen tahunan itu dienggap telah disahken,

(2) Perhiturgnn tzhun dinaksud ayat(1l) disahkzn-
oleh K pzla Dyerah dan pengesahzan $ekssbut -
dlﬂ&SUi’D memberi kebabasan kepada Direksi -
terheiap segzle sesuatu yang terdapat dalam
perhitungan tzhunan tersebut.

B 2 YV
= N N
"PINZTAPLY DAN FI.CGUNAAN LABA
SERTA PzaECERISN Ji.S: 2RODUKSI

?asal 21

(1) Cadzrnzzn dian éan /atau rahasie tidek boleh
diadzkarn.

(2)sengzunzan labz %er:zin, setel

nyusu
y

ct+

glah Terletbtih c=z
van ,cadangan
ang wajar dalam
b

2ga erikut

¢ Untuk danz pembanguran Yzerzh 30 %.
b. Untul Anggaran Selanja Dazrah 25 &,

c. U tuk vedergan Unum 107%,S0siel dan Pendi
e ~ - .
dikzn 10 %, J_sz Procuksi 10 %, Sumbang
ar. dzrz pensiun dzn sokongan 15 %.

R
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(3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamare telah terca -
pal tujuannya dapat dialihkan kepade penggunaan lain deng:

Keputusan Kepale Yera h, dengan maksud untuk memupuk dana-
bagl pembangunan perus2haar. selanjutnya.

(4)Cara pengurusan dan penggunaan dzna penyusutzn dar. cadangz )

termasuk

pada ayat (2) ditetitukan clehKgpalz Dzerah atas -

usul Badan Pengawes,

5 4B AV
KRoP=ZGAWAILN
Paszl 22

(1) Kedudukan hukum Fegewzi, Gzii, Zensiun dzri Direksi dan
pegasai /pekerja Peruszhean diztur dengarn gerzturan Dae
rah yanz berlakunya s=ztelzh mendzpat penzesahan Instansi
atasan dengan memparhatikan ketsntuzan Pokck-Pokox Hepzzz
waian dan FPeraturen 52ji Pegzwai D erah yzang berlafu ser
ta tunjangan lain yang diatur oleh Direksi dengan perse-

sev

a
tujuzn Badan Pengawzs yang cerlakunya
shan Kepala “ezerah.

penges

alah mends p -

\

(2)Direksi mengangkat ¢zn memberhent‘kan pegawzi/pekerje :e

rusahzzn menurut feraturaen Kepegawaian dengan perseuug e
-Badan Pengawes berdasarkan feraturan Pokcx-Pokck Kepege

waian Peruszhzan dimamksud ayat (1).
E £ B XVII
F:LGJ-«?;’\SA.-
Pzsz2l 223
(1) Kepale “zerah dzpat menunjuk pezbatemsrintah Daeran -
untuk melekukan pengzwesan atas pengurusan dan pembinz-
an perusahaan Dzerzh serts tangsung jawszb dengan tidek
mengurangi nak Instansi atasan /bedan lain yang henurut
peraturan perundang-undangan yang berlaxu berwenang -
mengadakan penyidikan pemeriksazarn tentang segala sesuatu

mengenai pekerjazr pzngurusuan ruman ta&nssa “erusahean -
Dzerzh dan hasil pengaw2san di sampaikan kepada Pemerin
tan Daerah. ‘
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- (2)

(3)

(1)

(2)

(3)
(4)

(2)
(2)

(3)

—

skuntan Negara berwenang mdlakukan pemeriksaan atag Pengury

sen Perusahaan Ygerah.

Pengawasan dan Pemoriksaan terhadap pengurusan Perusahaan -
Dgyerah di lakukan oleh Akuntarn Publik yang terdaftar atag .

permintaan Kegpala Jaerah,

BAB
PEMEUBARELN
Pasnl 24

Pembubaran Perusahaan Jaerah dan ppnungukan P nitia Likwir-
si di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

XVIII

Semua Kekayzan Peruszhaan Doerah setelah diadakan likwidasi
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Likwidasor bertanggung jawab kepa&a Pemerintah‘Daerah.

Dplam likwidasi, Pemerintazh Jaerzh dan/atau pemegang sahznm
bertanggung jawab atas kerugizn yang diderita oleh pihak-
ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca
dalam keadzan perhitungan lazbz rugi yang telah disahkan ti
dzk menunju¥«r keadazn Peruszhaan yang sebenarnya.

B

’
n

B XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasz1l 25

Peraturan Djerah ini disebut Peraturarn Daeraeh tentang Perdi
rian Perusszhazarn Daerzh Pir Minum Kabupaten Dgerah Tinckat 11

Hulu Syngzi- Selatzn:-

Hal-hal yzng belum diatur ualam Peraturan Paerzh ini ahar
dizatur lebih lanjut cdengan Suret Keputusan Bypati Kepalez ves

rah.
Perzturan Yzzrah ini mulai

Ysrlaku sejak tanggal diundang -

kzn dalam Lembaran Jzerah Kzbupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungail Selztan.

‘—-4
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Dewan perwakilan Rakyat Daerah
K bupatan vaerah Tingkat II
e ‘Hulu Sungal Selatan,
Ke tuasa,

cap. dtt.

M.YUSERAN ANWAR, BA
Diundangkan dalam Lembaran Daerzah

K bupaten Daerah Tingkat II Hulu
Hulu Sungai Selatar,

lomer : 2

Pade tenggal: 11 Merot 1691
Tahun 1991

Seri : D

Nomcr Seri : 1

i

-.ls-

ndanghn 22 Oktober 1990.

B pati fepala Daeran Tingkat I
Hulu Sungai Selatun

cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH.

D;sahkan oleh G bernur Kepala
Daerah Tingkat I K limantzn -
Selatan dengan Surat Keputusar

Tanggal : 4 Mzret 1991
Nomor 9 /SK-1/KJi,

serah Tingkat II
elatan,

......
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PENJELAS AN,

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 10 TAHUN-1990.

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II HULU SUIGAI SELATAN,

Sebagai diketahui bahwa berdasarkean

1. Surat E gran Menteri Dalam Negeri Republik Ipdonesia tang-

gal 31 Juli 1973 Nomoer EKBANG. 8/3/11 Jo. tanggal 11 Juli
1974 Nymor ZKBANG 8/2/43 Co. Intruksi Menteri Dglam Nege -
ri Nomor 26 / 1974._

Amanat Derekturat Jepderal Otonomi Daerah peda rapat kerj=s
Perusahaan Air Winum Daerzh J_karte tanggal 8 Juli 1574

Perusahaan Air Minum di Daerag digeriskan agar dilakukan-~
dalam bentuk Perusahaan Daerah.

Dengan bentuk Perusahazn Dperah tersebut, diharapkan se
gela kebutuban dan kesulitan dalam pemenuhan fasilitasg &Lir
Minum akan dapat dipenuhi dan diatasi dengan sebaik-baik -
nya, oleh karena sebagal perusahaan D2erah mempunyai Model
sendirli serta psngurusan dan pengelciaannya aken dilakea

nakan sebagai perusahzen yang berdiri sendiri berdasarkan .
rerinsif-perinsif -z2konomi perusahaan.

NMgngenai pendirian perusahaan Dybrah $ersebut menurut
undang-undang Nomor 5 T hun 1962 paszl 4 ayat (1) ,adalah-
dengan peraturar Dperah, berdasarkan hal-hal tersebut di
atas ,maka untuk mendirikzn perusahzan D_ereh Air MNinum K=
bupaten D_erah Tingkat II FHulu Syngei Seiatan yang materi
nya berpeaoman kepada surat Egaran Menteri Jalam Negeri -
Republik Indonesia tanggal 11 Juli 1974 Nomcr.ERKBANG. 8/2/
42, 1974 Jc. Peraturan Nenteri.Dalam Negeri Republik Indo
nesia Nomor. 14 / 1974.

——
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II. PASAL DZNI PASAL
Pgsal 1, 2, 3,4,5, dan 6 cukup jelas.

Pasai 7 ayat (1) cukun jelas.

ayat (2) dimaksud bahwa modal perusahizan disisin
kan /di indankan dari Anggaran sauangan
Daerah.

eyat (3) Dimaksudkan bahva masih diberikan kemung
kinan untuk menambah modal perusahaan =--
dengan jalan menyisiikean lagi sejumlah

-==-r~oruzng kekayaan lainnya dari anggaran Lge
rah aengan keputusan D2tD,mengikut ser-
tzkan saham/modal Pemerintah pusat ser
ta meminjem uang atau peralatan lainnya
oaik ‘dari femerintah Dyerah yang berszang
kutan -, Yemerintah 2;ysat,B;nk dan sebz -
gainyea .

ayat (4) dimaksud a¥at likwidasi disimpan dalem
B nk Pemuvergunan Daerah/Cabangnya ,teta
pi jika tidek dzpat jaga disimpan dalam
Bonk Pemerintah lainnya (tidak boleh -
pada B nk Swasta ) alat likwidasi ter-
sebut seper.l surat-surat berhargs , ob
lizasi, sero dan lain-lain.

Pasal £ ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) dimuksudkan sebagai anggota Direksi ha
rus memenuhi syarat-syaret yang ditentu
kan menurut pertimvangan Bypnati #epala
Dgerah yang diusulkan-eleh Badan Peng-
awas,

zyat (3) Perkata=zn Zadan “engawas dalam hal inj
dimaksud agar Bupati Kepala Dgerah da-
lian menzawasi peruszhaan dapnt dipantuy
oleh anzzota-anggotacya sebagzi suztu

v . -
ayat (4) ggg&p jelas.,

P,sel § ayat (1) dan (2) cukup jelas. ‘

eyet (3) apabila pemberhentian karena dimaksud -
oloh pasal 9 ayat (1) huruf c dan ¢, Ra
ka yang bersangkutan diberikan kesenhpa-
tan merbela diri dalam waktu lisatu; bu
lan terhitung mulei tanggzal pemberitahu
an pemberhentian,
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ayat (4) Apabila dalem waktu 2 (dua)bulen terhitung
vap-gal terakhirnya walktu pembelzan dirj,
cire.t keputvsan tenvarnyg pehbo“hen 1¢q L:“q
dc yzng bersznzcutan d‘makcud pe S ayat
(3) tidak diterbitkan maka pemborhentldrn
tersebut diperlukar keputusan rengadilan |,
maka pemberhentian tersebut tidak rmenjazdi -
batal dengan tidak diterbitkannya surat K¢
putusan pemdberhentian dalam tenggang waktu 2
(duz) bulan terssbut.

Pasal 1C ayat (1) dan (2) cukup jelas.

eayat (3) dimaksud agar anggota Direksi dapat bekerje
sepenuhnya dalam Perusehaan.

Pasal 11,12 dan 13 cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1) Baden Pengawas dib .entuk dan diketuai olek -

Pasal

esal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

15

16
1 K|
18
19
2C

B, pati Kepala VYaerah,sedang anggota-anggota-
nya diambil deri seorang atau lebih dari Pc-
jabat Pemerintzh vaerah (Step Kepala Uaerah),
secrang dari PUD, Bagian Keuangan,Bagiar Perm
bangunarn ,Dinas Bendapatan D.erah,Dinas Hese
hatan dar atau yarg bersangkutan dengar peru
sahaan (maksimal 17 orang ).
ayat (2),(3),(4), dan (5) cukup jelas.

ayat (1),(2),(3),(4),(5),(8) dan (7) cukup jeclas.

cuxkup jelas.

ayat (1) ,(2), dan (3) cukup jelas.

cukup Jelas. S, ML

ayat (1),(2),(3) dan (¢) cukup jeles.

ayat (1) cukup jeles.

ayat (2) diberikan kemungkinan laba dimaksud ,bils ma
na pihek lain ada yang masuk dalam saham ke
dalam Perusahaan selain modal ~zerah yang ter
sangguten ,dapat dipsrgunakan alternatir B -
(pasal 25 Undang-Updang Ngmor 5 Tahun 1962 ).

- —
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pasal 21 ayat (1) Untuk menentukan kedudukan Hukum Pegawai’
Gaji,Pensiun dari Direksi dan pegawai /
pekerja_perusahaan adak ditotapkan deng
ar. Peraturan Daerah terserdiri yang di -
sesualkan dengan kemampuan porusahaan ¢
poraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Hulu Sungai Selatan tentang Peraturan
Gaji Pegawai Daerah,sodang mengenal tunja
ngarc lainrnya kiranya cukup diatur oleh Di
reksl yang berlaku setelah mendapat porse
tujuan dari ‘Badan Pengawas.

ayat (2) cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) dimaksud selain Instansi atasan,maka Inpek
tur atau Badan dari Daerah yang bersangku
tan yang biasanya bertuges menguntrul Pe
ngurusan dan pembinaan Peruszhaan Daerah.

ayat (2) cukup jeles.

Pasal 23 ayat (1) bilamana peitiszhaau-dibubzrkan karena ti
dak mungkin dilanjutkan lagi, maka membu
baran dzn penunjukan Panitia likwidasinya
harus ditetapkan dengan rsraturan.daerzah
kerena pembentukannyz jugz dengan Peratur
an Leaerah.

eyat (2) dimakaudkzn bilamara ada szham pihak lzin
maka kekayaan setalah likwidasi dibagai -
. - antara femerintah.Dasrah Kabupaten Daerzh
s -Kabupaten Uaerah -Tingkat II Eulu Sungei -
Selatan dengan pemegang saham lainyz menu=»
rut perbaznéingan nilzi nominal saham-szham.

ayat (3)dan (4) cukup jeles.

Pasal 24 cukup jelas.
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